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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kota Palopo. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan 

instrumen berupa kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai di Kantor 
Inspektorat Kota Palopo sebanyak 35 orang. Sampel dalam penelitian ini yaitu pegawai di Kantor 

Inspektorat Kota Palopo sebanyak 35 orang, yang diambil menggunakan sampling jenuh. Metode 

analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif. Dimana untuk 
mencapai tujuan pertama yaitu menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap 

perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan menggunakan analisis regresi linear 

sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sistem pengendalian internal dalam 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kota Palopo, nilai t-hitung sistem 

pengendalian internal > t-tabel (8,903 > 1,692). 

 

Kata kunci: pengendalian internal, tata kelola pemerintahan 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effect of the internal control system in realizing good governance in 
the City Government of Palopo. The data source used in this research is primary data. Primary data 

collection was carried out with an instrument in the form of a questionnaire. The population in this 

study were all employees at the Inspectorate Office of Palopo City as many as 35 people. The sample 

in this study were 35 employees at the Inspectorate Office of Palopo City, which were taken using 
saturated sampling. The data analysis method used in this research is quantitative analysis method. 

Where to achieve the first goal, namely to analyze the influence of the internal control system on the 

realization of good governance is to use simple linear regression analysis. The results show that there 
is an influence of the internal control system in realizing good governance in the Palopo City 

Government, the t-count value of the internal control system> t-table (8.903> 1.692). 
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PENDAHULUAN 

Salah satu konsep yang saat ini sedang menjadi 

mainstream adalah konsep tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). 
Dalam rangka mewujudkan good governance 

dilingkungan pemerintah daerah, pemerintah 

seharusnya melakukan reformasi dalam segala 

aspek pengelolaan daerah. Dimensi sektor 
publik tersebut tidak saja sekedar perubahan 

format lembaga, akan tetapi mencakup 

pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk 
berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut 

secara transparan, akuntabilitas dan partisipasi 

(good governance) serta didukung dengan 
adanya gaya kepemimpinan yang bagus 

(Mardiasmo, 2012). Dengan adanya good 

governance, salah satu manfaat yang bisa 

dipetik adalah meningkatkan kinerja melalui 
terciptanya proses pengambilan keputusan 

yang lebih baik, meningkatkan efisiensi 

operasional serta lebih meningkatkan pelayan 
kepada publik.  

Menurut Trisnaningsih (2012), 

diterapkan good governance diharapkan akan 
memberi arahan yang jelas pada perilaku 

kinerja serta etika profesional organisasi, 

upaya ini dimaksud agar kiprah maupun 

produk jasa yang dihasilkan akan lebih aktual 
dan terpercaya. Untuk mewujudkan kinerja 

yang lebih baik dan optimal, Amelia (2014) 

menyatakan good governance mempunyai 
pengaruh yang positif terhadap kinerja 

pemerintah. Kemudian Trisnaningsih (2012) 

menyatakan bahwa good governance tidak 

berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor, 
melainkan berpengaruh tidak langsung melalui 

independensi auditor. 

Sejak reformasi, sistem pemerintahan 
yang awalnya bersifat terpusat mulai 

mengalami desentralisasi. Pemerintah daerah 

memang memiliki kewenangan yang lebih 
besar dalam mengelola keuangan maupun 

potensi sumber daya yang dimiliki sesuai 

dengan karakteristik dan kebutuhan suatu 

daerah. Namun, di sisi lain luasnya wewenang 
serta besarnya dana yang dikelola dapat 

menimbulkan penyimpangan dalam 

pengelolaan keuangan daerah oleh oknum atau 
pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti 

kecurangan, kolusi, korupsi, dan 

penyalahgunaan wewenang. Untuk 

menghindari hal tersebut, diperlukan 

penerapan sistem pengendalian internal yang 
memadai dalam organisasi di sektor 

pemerintahan supaya dapat menekan atau 

memperkecil terjadinya penyelewengan 
(Rusnindita, 2017). 

Keberadaan dan implementasi sistem 

pengendalian internal memiliki peranan 

penting dalam mendeteksi dan mencegah 
kecenderungan terjadinya kecurangan pada 

suatu organisasi. Hal tersebut dapat diketahui 

dalam hasil survei dari KPMG New Zealand 
Forensic (2012), menyebutkan bahwa 

penerapan pengendalian internal yang buruk 

serta adanya kelemahan dan penyelewengan 

pada pengendalian internal merupakan dua 
faktor utama yang menyebabkan terjadinya 

kecurangan. 

Penyelenggaraan kegiatan atau program 
pada suatu instansi Pemerintah, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 

sampai dengan pertanggungjawaban, harus 
dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta 

efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya 

dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi 

keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan 
kegiatan atau program telah dilaksanakan 

sesuai dengan rencana dan dapat mencapai 

tujuan. Sistem inilah yang dikenal sebagai 
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 

(SPIP).Oleh karena itu, dalam menjamin 

layanan yang diberikan kepada publik telah 
sesuai dengan rencana, diperlukan media 

tertentu dan salah satu media yang dipandang 

relevan adalah SPIP. Selain itu, adanya good 

governance dalam menunjang SPIP yang 
berkualitas sangat dibutuhkan Sistem 

Pengendalian Intern yang berfungsi sebagai 

pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur 
pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern. Pengembangan unsur 

Sistem Pengendalian Intern perlu 

mempertimbangkan aspek biaya - manfaat 
(cost and benefit), sumber daya manusia, 

kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan 

perkembangan teknologi informasi serta 
dilakukan secara komprehensif. 

Upaya untuk mewujudkan pemerintahan 

yang mampu melaksanakan praktik good 



governance yaitu adanya fungsi audit internal. 

Sesuai dengan penjelasan Mardiasmo (2012) 

bahwa untuk mewujudkan kepemerintahan 
yang baik (good governance), terdapat tiga 

aspek, yaitu pengawasan, pengendalian, dan 

pemeriksaan. Pemeriksaan (audit) merupakan 
kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang 

memiliki independensi dan memiliki 

kompetensi profesional untuk memeriksa 

apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai 
dengan standar yang ditetapkan. Keberadaan 

audit internal untuk menjalankan fungsi 

pemeriksaan dapat mendorong terciptanya 
pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang 

baik. 

Dalam penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang 

sistem pengendalian intern pemerintah 

mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk 
membangun pengendalian. Pengendalian 

internal dapat membantu pemerintah untuk 

meminimalisasi terjadinya kelemahan, 
kesalahan dan resiko kecurangan. Perancangan 

pengendalian internal di setiap lingkungan 

instansi pemerintah diharapkan nantinya 

mampu memberikan keyakinan yang memadai 
atas tercapainya efisiensi dan efektivitas 

operasi, kehandalan pertanggungjawaban, dan 

kepatuhan terhadap hukum sehingga tata 
kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud. 

Hal ini dilakukan untuk mengukur 

kembali seberapa besar tingkat signifikansi 
faktor-faktor yang mempengaruhi good 

governance memberikan tingkat kepercayaan 

atas penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan 

dalam penelitian ini jika dibandingkan dengan 
penelitian sebelumnya adalah pada sampel 

penelitian yang mengambil tempat pada 

Kantor Inspektorat Kota Palopo sedangkan 
penelitian terdahulu menggunakan sampel 

pada Pemerintah Desa di Kabupaten 

Pelalawan. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 
pengembangan beberapa penelitian terdahulu 

mengenai pengaruh pengendalian internal 

terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Wafa (2020) menghasilkan penelitian bahwa 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

Implementasi Good Governance Pada 

Pemerintah Desa di Kabupaten Pelalawan. Hal 
ini diperkuat oleh penelitian Nofianty dan 

Denziana (2017), Sari (2013) dan Habibie 

(2013) yang mengatakan bahwa sistem 
pengendalian intern (SPI) berpengaruh 

terhadap penerapan good governance. 

Penelitian berbeda dilakukan oleh Efendy 

(2015) yang menunjukkan bahwa pengawasan 
fungsional daerah (Bawasda) dan pengendalian 

intern (internal control) tidak berpengaruh 

positif terhadap tata kelola pemerintahan yang 
baik. 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian 

yang telah dikemukakan diatas masih memiliki 

keterbatasan yang dapat pula dijadikan 
research gap dalam penelitian ini. Ferdinand 

(2011) menyatakan bahwa research gap adalah 

celah-celah atau senjang penelitian yang dapat 
dimasuki oleh seorang peneliti berdasarkan 

pengalaman atau penemuan-penemuan 

penelitian terdahulu.   
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka 

peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

pengaruh sistem pengendalian internal dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 
baik pada Pemerintah Kota Palopo. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
Desain penelitian yang digunakan adalah 

desain kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

memusatkan pada pengumpulan data yang 
berupa angka-angka untuk kemudian dianalisis 

dengan menggunakan alat-alat analisis 

kuantitatif maupun dengan perhitungan 

matematika. 
Populasi adalah keseluruhan sumber data 

yang diperlukan dalam suatu penelitian 

(Saryono, 2013). Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua pegawai di Kantor Inspektorat 

Kota Palopo sebanyak 35 orang. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang 

akan diteliti (Hidayat, 2013). Sampel dalam 
penelitian ini yaitu pegawai di Kantor 

Inspektorat Kota Palopo sebanyak 35 orang, 

yang diambil menggunakan sampling jenuh 
yaitu jumlah sampel sama dengan jumlah 

populasi yang ada. 



Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa pertanyaan tertutup 

(kuesioner), dengan terlebih dahulu melakukan 
pengujian dengan uji validitas dan reliabilitas. 

Metode analisis data yang digunakan 

terdiri dari, yaitu: metode analisis deskriptif 
merupakan cara menguraikan dan menafsirkan 

data yang ada sehingga memberikan gambaran 

yang jelas mengenai permasalahan. Metode 

analisis data yang dipakai dalam penelitian ini 
adalah metode analisis kuantitatif 

menggunakan regresi linear sederhana. 

Metode penelitian ini analisis regresi 
sederhana digunakan oleh peneliti, karena 

peneliti bermaksud meramalkan bagaimana 

keadaan (naik turunnya) variabel dependen 

(kriterium). Adapun rumus regresi linear 
sederhana sebagai berikut : 

Y = a + bX 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 
1. Gambaran umum lokasi penelitian 

Kota Palopo merupakan daerah 

otonom kedua terakhir dari empat daerah 

otonom di Tanah Luwu. Secara Geografis Kota 
Palopo kurang lebih 375 km dari Kota 

Makassar ke arah Utara dengan posisi antara 

120 derajat 03 sampai dengan 120 derajat 17,3 
Bujur Timur dan 2 derajat 53,13 sampai 

dengan 3 derajat 4 Lintang Selatan, pada 

ketinggian 0 sampai 300 meter di atas 

permukaan laut. Kota Palopo di bagian sisi 
sebelah Timur memanjang dari Utara ke 

Selatan merupakan daratan rendah atau 

kawasan pantai seluas kurang lebih 30% dari 
total keseluruhan, sedangkan lainnya 

bergunung dan berbukit di bagian Barat, 

memanjang dari Utara ke Selatan, dengan 
ketinggian maksimum adalah 1000 meter di 

atas permukaan laut. 

Kota Palopo sebagai sebuah daerah 

otonom hasil pemakaran dari Kabupaten 
Luwu, dengan batas-batas: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan 

Kecamatan Walendrang Kabupaten Luwu  
b. Sebelah Timur dengan Teluk Bone 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan 

Kecamatan Bua Kabupaten Luwu  

d. Sebelah Barat berbatasan dengan 

Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten 

Tana Toraja. 
Luas wilayah admistrasi Kota Palopo 

sekitar 247,52 kilometer persegi atau sama 

dengan 0,39% dari luas wilayah propinsi 
Sulawesi Selatan. 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia  

Karakteristik responden berdasarkan usia yaitu 

menguraikan atau menggambarkan usia 
responden. Hal ini dapat dikelompokan 

menjadi 2 kelompok yaitu: usia 31-40 tahun 

dan usia > 40 tahun. Adapun karakteristik 
responden menurut usia dapat disajikan 

melalui tabel 4.1 berikut ini: 

Tabel 4.1  Karakteristik Responden 

Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah Persentase 

(%) 

1 31-40 
tahun 

14 40 

2 > 40 

tahun 

21 60 

Jumlah 35 100 

Sumber : data diolah (2020) 
Berdasarkan data pada tabel 4.1 

tentang karakteristik responden berdasarkan 

usia, dapat kita ketahui bahwa jumlah 
responden yang berusia antara 31-40 tahun 

yaitu sebanyak 14 orang atau sekitar 40% dari 

seluruh jumlah responden dan responden yang 
berusia > 40 tahun yaitu sebanyak 21 orang 

atau sekitar 60% dari seluruh jumlah 

responden. 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan 
Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin yaitu menguraikan atau 
menggambarkan jenis kelamin responden. Hal 

ini dapat dikelompokan menjadi 2 kelompok 

yaitu: laki-laki dan perempuan. Adapun 

karakteristik responden menurut jenis kelamin 
dapat disajikan melalui tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.2  Karakteristik Responden 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis 

Kelamin 

Jumlah Persentase 

(%) 

1 Laki-laki 12 34,3 

2 Perempuan  23 65,7 

Jumlah  35 100 



Berdasarkan data pada tabel 4.2 

tentang karakteristik responden berdasarkan 

jenis kelamin, dapat kita ketahui bahwa jumlah 
responden yang berjenis kelamin laki-laki 

yaitu sebanyak 12 orang atau sekitar 34,3% 

dari seluruh jumlah responden. Sedangkan 
responden yang berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 23 orang atau sekitar 65,7% dari 

seluruh jumlah responden. 

3. Karakteristik Responden Berdasarkan 
Pendidikan 

Karakteristik responden berdasarkan tingkat 

pendidikan menguraikan atau menggambarkan 
tingkat pendidikan terakhir responden. Hal ini 

dapat dikelompokan menjadi 3 kelompok 

yaitu: SMA, Diploma dan Sarjana. Adapun 

karakteristik responden menurut tingkat 
pendidikan terakhir dapat disajikan melalui 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.3  Karakteristik Responden 
Berdasarkan Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah Persentase 

(%) 

1 SMA 0 0 

2 Diploma  0 0 

3 Sarjana 35 100 

Jumlah 35 100 

Sumber: Data diolah (2020) 
Berdasarkan data pada tabel 4.3 

tentang karakteristik responden berdasarkan 

tingkat pendidikan terakhir, dapat kita ketahui 

bahwa jumlah semua responden berpendidikan 
terakhir sarjana. 

4. Karakteristik Responden Berdasarkan 

Lama Kerja 
Karakteristik responden berdasarkan lama 

kerja menguraikan atau menggambarkan 

lamanya kerja responden di pegadaian. Hal ini 
dapat dikelompokan menjadi 3 kelompok 

yaitu: < 5 tahun, 5-10 tahun dan > 10 tahun. 

Adapun karakteristik responden menurut lama 

kerja dapat disajikan melalui tabel berikut ini: 
Tabel 4.4  Karakteristik Responden 

Berdasarkan Lama Kerja 

No Lama 

Kerja 

Jumlah Persentase 

(%) 

1 < 5 tahun 6 17,1 

2 5-10 tahun 19 54,3 

3 > 10 tahun 10 28,6 

Jumlah 35 100 

Berdasarkan data pada tabel 4.4 

tentang karakteristik responden berdasarkan 

lama kerja, dapat kita ketahui bahwa jumlah 
responden yang lama kerja < 5 tahun yaitu 

sebanyak 6 orang atau sekitar 17,1% dari 

seluruh jumlah responden, responden yang 
lama kerja 5-10 tahun yaitu 19 orang atau 

sekitar 54,3% dari seluruh jumlah responden 

dan  responden yang lama kerja > 10 tahun 

yaitu sebanyak 10 orang atau sekitar 28,6% 
dari seluruh jumlah responden. 

5. Uji Validitas 

Adapun uji validitas mengetahui besarnya 
hubungan antara item butir pernyataan dengan 

total item pernyataan untuk masing-masing 

variabel yaitu sistem pengendalian internal (X) 

dan tata kelola pemerintahan yang baik (Y) 
adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5  Uji validitas variabel sistem 

pengendalian internal 

Pernyataan r-

hitung 

r-

tabel 

Keterangan 

SPI1 0,498 0,282 Valid 

SPI2 0,296 0,282 Valid 

SPI3 0,405 0,282 Valid 

SPI4 0,551 0,282 Valid 

SPI5 0,474 0,282 Valid 

SPI6 0,383 0,282 Valid 

SPI7 0,469 0,282 Valid 

SPI8 0,581 0,282 Valid 

SPI9 0,494 0,282 Valid 

SPI10 0,623 0,282 Valid 

Sumber: Data lampiran 
Untuk mengukur nilai validitas sistem 

pengendalian internal (X) ditentukan dengan 

melihat nilai dengan jumlah responden yaitu 

35 responden sehingga nilai pada Tabel 
Product Moment dan didapat nilai r = 0,282. 

Jika hasil validitas berada di atas 0,282 maka 

dianggap butir pernyataan atau instrumen 
sudah valid. Hasil analisis validitas untuk 

semua Instrumen pada variabel sistem 

pengendalian internal (X) pada tabel 4.7, hasil 

analisisnya diatas r = 0,282 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa 10 skor pernyataan atau 

instrumen pada variabel sistem pengendalian 

internal (X) tersebut dinyatakan valid dan 
sudah layak untuk dijadikan pengukuran 

variabel penelitian. 



Tabel 4.6  Uji validitas variabel tata kelola 

pemerintahan yang baik 

Pernyataan r-
hitung 

r-tabel Keterangan 

TK1 0,472 0,282 Valid 

TK2 0,626 0,282 Valid 

TK3 0,409 0,282 Valid 

TK4 0,545 0,282 Valid 

TK5 0,536 0,282 Valid 

TK6 0,563 0,282 Valid 

TK7 0,399 0,282 Valid 

TK8 0,367 0,282 Valid 

TK9 0,367 0,282 Valid 

TK10 0,446 0,282 Valid 

Sumber: Data lampiran 

Untuk mengukur nilai validitas tata 

kelola pemerintahan yang baik (Y) ditentukan 
dengan melihat nilai dengan jumlah responden 

yaitu 35 responden sehingga nilai pada Tabel 

Product Moment dan didapat nilai r = 0,282. 
Jika hasil validitas berada di atas 0,282 maka 

dianggap butir pernyataan atau instrumen 

sudah valid. Hasil analisis validitas untuk 
semua Instrumen pada variabel tata kelola 

pemerintahan yang baik (Y) pada tabel 4.8, 

hasil analisisnya diatas r = 0,282 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa 10 skor pernyataan 
atau instrumen pada variabel tata kelola 

pemerintahan yang baik (Y) tersebut 

dinyatakan valid dan sudah layak untuk 
dijadikan pengukuran variabel penelitian. 

6. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran 
suatu kestabilan dan konsistensi responden 

dalam menjawab hal yang berkaitan dengan 

konstruk-konstruk pernyataan berbentuk 

kuesioner. 
Tabel 4.7 Uji reliabilitas 

Variabel r Alpha Nilai 

reliabilitas 

Keterangan 

Sistem 

pengendalian 

internal 

0,619 0,600 Reliabel 

Tata kelola 

pemerintahan 

yang baik 

0,608 0,600 Reliabel 

Sumber: Data lampiran 

Cara Pengambilan Keputusan : 
a. Jika r Alpha > 0,600 maka reliabel. 

b. Jika r Alpha < 0,600 maka tidak reliabel. 

Analisis: Tabel 4.7 menunjukkan hasil 
pengujian reliabilitas pada kuesioner dengan 

nilai Cronbach’s Alpha atau r Alpha sebesar 

0,619; 0,608. Hal ini membuktikan kuesioner 

adalah reliabel karena r Alpha yang bernilai 
lebih besar dari 0,600. 

7. Hasil Model Estimasi  

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh 
dibuat suatu analisis yang merupakan hasil 

regresi linier sederhana. Model regresi linier 

sederhana menggambarkan pengaruh sistem 

pengendalian internal yang merupakan 
variabel independen terhadap variabel 

dependen yaitu tata kelola pemerintahan yang 

baik. Model estimasi persamaannya adalah: 
Y = a  + bX + e 

Keterangan: 

Y = Tata kelola pemerintahan yang baik 

a  = Konstanta 
b  = Koefisien regresi  

X  = Variabel sistem pengendalian internal 

e  = Variabel pengganggu (Standard error) 
Berdasarkan data yang diperoleh dari 

hasil dan telah diolah ke dalam model 

perhitungan komputer dengan menggunakan 
program SPSS 23 dapat dilihat dari tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Regresi linear sederhana 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coeffici

ents 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) 7.539 4.091  1.843 .074 

Sistem 

pengendalian 

internal 

.825 .093 .840 8.9

03 

.00

0 

a. Dependent Variable: Tata kelola pemerintahan yang baik 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dibuat 
hasil model estimasi sebagai berikut:     

Y = 7,539 + 0,825 X 

Interpretasi model tersebut di atas, 

yaitu: 
a. Nilai a (konstanta) sebesar 7,539, artinya 

apabila tidak ada variabel sistem 

pengendalian internal (X) atau sama 
dengan nol maka tata kelola pemerintahan 

yang baik sebesar 7,539 satuan. 

b. Nilai koefisien sistem pengendalian 

internal (b) sebesar 0,825. Artinya, setiap 
ada kenaikan variabel sistem pengendalian 

internal (X) sebesar satu satuan maka akan 



meningkatkan tata kelola pemerintahan 

yang baik sebesar 0,825 satuan. 

8. Koefisien Determinasi (R2) 
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil dan 

telah diolah ke dalam model perhitungan 

komputer dengan menggunakan program SPSS 
23 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Koefisien determinasi 

Model Summary 

Model R R 
Square 

Adjusted 
R Square 

1 .840a .706 .697 

a. Predictors: (Constant), Sistem 

pengendalian internal 

 
Dari tabel 4.9 di atas diperoleh nilai 

koefisien korelasi (R) adalah 0,840. Artinya, 

hubungan antara variabel system pengendalian 
internal mempunyai hubungan yang sangat 

kuat dengan tata kelola pemerintahan yang 

baik di Kota Palopo. 
Koefisien determinasi sebesar 0,706 

atau 70,6% yang berarti variabel sistem 

pengendalian internal mampu menjelaskan 

terhadap tata kelola pemerintahan yang baik 
sebesar 70,6%, sedangkan sisanya sebesar 

29,4% (100% - 70,6%) dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 
model penelitian ini. 

9. Uji T-Statistik (Uji Parsial) 

Berdasarkan hasil persamaan model estimasi 
dapat diketahui pengaruh variabel independen 

terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. 

Untuk mengetahui pengaruh nyata variabel 

secara parsial dapat dilakukan dengan uji t. 
Tabel 4.10 Uji T 

Coefficients
a
 

Model t Sig. 

  

1 (Constant) 1.843 .074 

Sistem 

pengendalian 

internal 

8.903 .000 

a. Dependent Variable: Tata kelola 

pemerintahan yang baik 

 

Pada tabel 4.10 diketahui bahwa nilai t 
hitung sistem pengendalian internal adalah 

8,903. Sedangkan untuk menentukan nilai t 

tabel pada penelitian ini, dapat dilihat pada 

tabel t yang sudah ada. Df adalah hasil 

pengurangan jumlah data dikurangi jumlah 

variabel penelitian (35-2 = 33). Nilai signifikan 
pada a=5%, sehingga taraf signifikansi yang 

digunakan adalah 0,05. Selanjutnya tentukan 

nilai t tabel dengan melihat tabel t. Pada 
penelitian ini nilai signifikansi 0,05 dan Df 

adalah 33, sehingga diperoleh nilai t tabel 

adalah 1,692. 

Nilai t-hitung sistem pengendalian 
internal > t-tabel (8,903 > 1,692), dengan 

demikian hipotesis diterima. Ini berarti bahwa 

variabel sistem pengendalian internal 
signifikan dan berpengaruh nyata terhadap 

variabel tata kelola pemerintahan yang baik 

dengan tingkat kepercayaan 95%. 

 

Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t-

hitung sistem pengendalian internal > t-tabel 
(8,903 > 1,692), dengan demikian hipotesis 

diterima. Ini berarti bahwa variabel sistem 

pengendalian internal signifikan dan 
berpengaruh nyata terhadap variabel tata kelola 

pemerintahan yang baik pada Kantor 

Inspektorat Kota Palopo. 

Terdapat banyak faktor yang 
mempengaruhi implementasi Sistem 

Pengendalian Internal. Saifuddin (2011) 

menyatakan dukungan pemimpin merupakan 
refleksi sikap positif pimpinan dalam 

memberikan respon terhadap suatu objek yang 

dihadapi. Dukungan pimpinan sebagai 
komitmen dan dukungan pimpinan, baik secara 

moril maupun materiil yang memadai sangat 

diperlukan. Adanya dukungan pemimpin 

mampu membantu organisasi dalam 
menciptakan pengendalian yang efektif dengan 

cara memelihara komunikasi yang baik, 

memberikan dorongan-dorongan positif baik 
secara moril maupun materiil sehingga merasa 

aman dan nyaman secara psikologis dalam 

bekerja yang nantinya dapat berdampak pada 

kualitas sistem pengendalian intern yang 
optimal.  

Secara teori tata kelola pemerintahan 

yang baik dikatakan menekankan pada proses 
pengelolaan pemerintahan dengan adanya 

stakeholders yang terlibat dalam bidang sosial, 

ekonomi dan juga politik serta ikut juga 



terlibat dalam pendayaan sumber daya yang 

ada, manusia atau pun keuangan yang 

dilaksanakan menurut keperluan masing-
masing. Dalam upaya penerapan good 

governance yang baik, maka haruslah 

diimbangi dengan good government pula. 
Maksudnya disini, tidak hanya tata kelola 

pemerintahan saja yang harus ditekankan. 

Namun, pemerintah juga harus berlaku yang 

baik sebagai pelaku pengelolaan keuangan 
rakyat. Agar pemerintahan berjalan dengan 

baik, berdaya guna dan juga berhasil guna. 

Maka penerapan prinsip-prinsip dari good 
governance tersebut sangatlah penting dan juga 

harus diimbangi dengan good government 

yang baik pula. 

Dalam upaya penerapan good 
governance yang baik bagi suatu organissasi  

publik, maka haruslah diimbangi dengan 

pengendalian interen yang baik pula yaitu 
memiliki kewenangan dan kualifikasi yang 

dibutuhkan secara efektif merupakan tujuan 

dari dilaksanakannya pengujian pengendalian 
intern (Wirda,  2013).  Pengendalian Intern 

meliputi organisasi serta semua metode dan 

ketentuan yang terkoordinasi yang dianut 

dalam suatu organisasi untuk melindungi harta 
miliknya, mencek kecermatan dan keandalan 

data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, 

dan mendorong di taatinya kebijakan 
manajemen yang telah digariskan.  

Dalam Peraturan Pemerintah No 60 

Tahun 2008 mendefinisikan sistem 
pengendalian intern yang selanjutnya disebut 

dengan sistem pengendalian intern pemerintah 

(SPIP) sebagai berikut: “Proses yang integral 

pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan 
secara terus menerus oleh pimpinan dan 

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 

yang memadai atas tercapainya tujan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 

efisien, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan asset negara, dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan”. 
Maksud dari kegiatan yang efektif dan efisien 

disini adalah aktifitas pemerintahan yang lebih 

mengutamakan kepentingan masyarakat 
berupa kegiatan dan kelembagaan yang 

diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang 

sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan 

sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia. 

Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip tata 

kelola pemerintahan yang baik yakni 
efektifitas dan efisien.  

Keandalan pelaporan keuangan 

dibutuhkan untuk tanggungjawab 
(akuntabilitas) pemerintah dalam penggunaan 

dana masyarakat. Realisasi dana masyarakat 

ini harus disediakan secara memadai dan 

mudah dimengerti sehingga dapat membangun 
kepercayaan masyarakat terhadap transparansi 

penggunaan anggaran daerah. Dengan adanya 

transparansi maka masyarakat ikut serta 
memantau pengamanan asset Negara dari 

kemungkinan penyalahgunaan dari pihak 

internal pemerintah.  Prinsip aturan hukum 

dalam tata kelola pemerintahan yang baik 
menghendaki adanya ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan. Sehingga 

dapat melindungi hak asasi manusia terutama 
kelompok minoritas (Ruspina, 2013). Jadi 

dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian 

intern di Kota Palopo sudah cukup optimal 
dalam mendukung terciptanya tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Nurhayati (2016) yang 
menunjukkanbahwa  pengendalian Intern 

berpengaruh positif terhadap  Penerapan  Good 

Cooperate Governance Pada Satuan Kerja 
Pengembangan Air Minum dan Sanitasi 

Provinsi Aceh. Hasil uji- t menunjukkan 

bahwa  Hasil uji thitung = 2.138 > tabel 
(2.00488) dengan tingkat signifikan 0.000 

lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. 

Disamping itu, hasil uji R pada Model 

Summary menunjukkan sebesar  (R square) : 
0.078 yaitu 8%,  yaitu dibatas 50 %, jadi 

pengaruhnya positip dan relatif  kuat (relative 

kuat). 
 

PENUTUP 

Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan di atas, maka disimpulkan sebagai 

berikut: terdapat pengaruh sistem pengendalian 

internal dalam mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kota 

Palopo, nilai t-hitung sistem pengendalian 

internal > t-tabel (8,903 > 1,692) 



Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan 

penelitian, maka disarankan:  
1. Disarankan kepada Kantor Inspektorat 

Kota Palopo untuk mempertahankan dan 

meningkatkan good govermant dengan 
meningkat fungsi internal control  sepeerti 

jangan ada lagi kerja rangkap, 

menempatkan personil sesuai dengan 

keahliannya dan meningkatkan 

pengawasan melakat  terhadap bawahan. 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat 
dijadikan acuan untuk mengembangkan 

penelitian ini guna mengkaji lebih dalam 

mengenai faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi tata kelola pemerintahan 

yang baik. 
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